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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

RANCANGAN 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR  … TAHUN … 

TENTANG  

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2025 

 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah 

yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah, 

diperlukan penjabaran penganggaran daerah yang 
efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

  b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu 
mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran 
antar sub rincian obyek belanja pada obyek belanja yang 

sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang 
sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja 

program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa 
Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja 

dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan;  

  c. bahwa berdasarkan ketentuan angka IV Teknis 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

angka IV.E.1  huruf h dan huruf i Peraturan  Menteri  
Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun  2025 tentang  

Pedoman   Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, mengatur 
pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan 

perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah 
perubahan APBD antara lain pergeseran antar objek 

dalam jenis yang sama melalui persetujuan Sekretaris 
Daerah, Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, 

antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar 
subrincian objek dalam rincian objek yang sama, 
dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI,  

untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan 
kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan/atau 

perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
perubahan APBD;  
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 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurufc, maka 

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 
Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026, perlu diubah; 

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);  

4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 41) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2026 Nomor 3); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 41) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati: 

a. Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2026 Nomor 1); 

b. Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2026 Nomor 3); 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 41) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2026 Nomor 3) diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 41) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2026 Nomor 3) diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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3. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 41) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2026 Nomor 3) diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan  di  Sukoharjo 
pada tanggal  

BUPATI SUKOHARJO, 

 

 

ETIK SURYANI 

Lampiran belum ada 


